BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

dalam BAB II, maka diperoleh jawaban dan analisis terhadap rumusan masalah

yang dapat disimpulkan dibawabh ini:

1.

Substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 tentang
Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan
menunjukkan indikator sumir, didalam Surat Edaran arti Ujaran
Kebencian dimaknai dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik,
penistaan, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan
berita bohong. Ujaran Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku,
agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, dan orientasi seksual. Substansi dari
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran
Kebencian apabila dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur
secara jelas untuk menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini
terkait dengan unsur-unsur kebencian. Apabila dicermati sebetulnya
unsur-unsur kebencian sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam
perasaan yang tidak terlihat jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi
akibat dari kebencian yang dapat dilihat secara jelas.

Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang

Penanganan Ujaran Kebencian dapat berpotensi melanggar hak asasi
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manusia khususnya hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.
Namun pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat terjadi jika pihak
Kepolisian yang dalam hal ini sebagai lembaga penegak hukum tidak
menerapkan prosedur proses penanganan ujaran kebencian sebagaimana
mestinya seperti yang sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor
SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Potensi
pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah juga terdapat pada point (f) Surat
Edaran, pada point tersebut dimaknai bahwa ujaran kebencian berbentuk
penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, serta
berbagai perbuatan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran. Padahal
kasus-kasus itu biasanya sering digunakan untuk kasus kecil. Keragu-
raguan terhadap kepastian makna ujaran kebencian terletak pada
penafsiran sempit dan sumir sehingga berpotensi terhadap penyalahgunaan
arti untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu
penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia
khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi serta

menyampaikan pendapat dimuka umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran yaitu:

1.

Surat Edaran tentang penanganan Ujaran Kebencian baik adanya sebab
sebagai tindakan Preventif yang dilakukan untuk menanggulangi dampak

didalam masyarakat yang lebih besar, akan tetapi perlu diperjelas lagi



82

terkait dengan unsur-unsur dari Ujaran Kebencian supaya tidak
menimbulkan multitafsir dan digunakan sebagai senjata pelindung
kepentingan-kepentingan tertentu, yang mengakibatkan dilanggarnya
aspek Hak Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk
menyampaikan pendapat dimuka umum.

Penerapan Surat Edaran Kapolri mengenai Penanganan Ujaran Kebencian
dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan multitafsir terhadap suatu
Ujaran Kebencian. Penerapan surat edaran berpotensi melanggar Hak
Asasi Manusia khususnya hak sipil dan politik yaitu hak untuk berekspresi
serta menyampaikan pendapat dimuka umum. Surat Edaran Hate Speech
jika diterapkan pada persoalan radikalisme, konflik sosial baik vertikal
maupun horisontal, dan intoleransi maka dengan disahkannya surat edaran
tersebut menjadi harapan bagi warga negara yang berharap terciptanya
keamanan nasional. Namun demikian seseorang yang ingin
menyampaikan pendapatnya dan berekspresi diruang publik terlebih yang
menggunakan media sosial harus tahu apa yang pantas dilakukan dan
tidak. Peningkatan profesionalisme dan sumber daya manusia penegak
keamanan perlu ditingkatkan, serta peran masyarakat media sangat penting
untuk menjaga implementasi Surat Edaran supaya tidak menyimpang dari

tujuan awal yaitu mencegah konflik yang besar.
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